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DENGAN PENETAPAN SESEORANG MENJADI TERSANGKA
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ABSTRACT

This study titled pretrial review of the decision relating to the determination of a person
becomes a suspect. The purpose of this study was to determine whether it can be justified to
submit pretrial determination of a person as a suspect and to determine the reason for the
court to grant or not to grant pretrial for establishing a person as a suspect. The method used
is a normative law research that focuses on positiv legal form of legislation. Data collection
methods to the study of literature, by collecting data from books, expert opinion and related
sources and also by making interviews with sources. Data analysis method used is the
primary legal materials were analyzed according to the task of normative law, secondary law
material in the form of a legal opinion will dibadingkan deengan other pedapat and dissent.
The results obtained upon determination that the filing pretrial juridical person becomes a
suspect when this can be justified by the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-XII /
2014 extending pretrial object. The Constitutional Court's decision adds to the determination
of suspects, searches and confiscation of the object of pretrial. The reason the judge who
received the filing pretrial on the determination of a person becomes a suspect is because the
court prohibited refuse to examine, hear and decide a proposed on the grounds that the law is
absent, in this case the court is obliged to prosecute and examine (Article 10 paragraph (1)
Law No. 48 of 2009 on Judicial Power). The reason the judge who rejected the pretrial filings
for establishing a person becomes a suspect is the determination of a person as a suspect does
not enter the realm of pretrial based on considerations which refers to Article 1 point 10 of
the Criminal Procedure Code, Article 77 of the Criminal Procedure Code and Article 82 of
the Criminal Procedure Code which regulates pretrial.

Key Words: decision, pretrial, the suspect, the decision of the constitutional cour.



PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Alat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga
pemasyarakatan dan advokat) dalam menjalankan tugasnya dibidang peradilan pidana
diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pengurangan
hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa polisi
merupakan institusi negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu,
untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

Harus diingat pula, bahwa aparat penegak hukum adalah manusia biasa, yang
tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang
sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya
keadilan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap
orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dilakukan melampaui batas waktu
yang ditentukan, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir batin akibat sikap
aparat penegak hukum. Untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak
hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) membentuk suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan
praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk yang pertama memeriksa dan
memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penagkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka, yang kedua sah
atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan

demi tegaknya hukum dan keadilan, dan yang ketiga permintaan ganti kerugian atau

! Ratna Nurul Afiah, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, cetakan pertama, CV.AKADEMIKA PRESSINDO,
Jakarta, him 3.



rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.?

Putusan praperadilan menjadi ramai semenjak permohonan praperadilan oleh
Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikabulkan sebagian oleh Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan. Di satu sisi menghormati putusan Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan sebagai bentuk penghormatan kebebasan hakim sebagaimana yang
dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak
untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan
alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili
dan memeriksa hal tersebut yang membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
menerima praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka. Disisi
lain objek praperadilan atas penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan yang
alasannya tidak tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dijelaskan kewenangan hakim
praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta hakim
praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus permintaan ganti
kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka yang perkaranya tidak di ajukan ke

pengadilan.

2Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
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Berdasarkan pada uraian di atas dan rasa ingin tahu lebih dalam mengenai putusan
praperadilan yang berkaitan dengan seseorang menjadi tersangka, maka penulis
termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP
PUTUSAN PRAPERADILAN YANG BERKAITAN DENGAN PENETAPAN

SESEORANG MENJADI TERSANGKA”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Apakah dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang
sebagai tersangka?
2. Apakah alasan pengadilan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan

praperadilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka?



PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Putusan

Sebelum membahas lebih jauh tetang putusan praperadilan, penulis perlu
membahas terlebih dahulu pengertian putusan pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1
Angka 11 KUHAP meyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim
yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanan atau
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur
dalam undang-undang”. Putusan pengadilan disampaikan oleh hakim diakhir persidangan
setelah dilakukan proses pemeriksaan.

Berdasarkan pengertian putusan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP maka putusan
dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “jika pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana”.

b. Putusan bebas (vrijspraak)

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “jika pengadilan berpendapat
bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka
terdakwa diputus bebas”.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa: “jika pengadilan berpendapat
bahwa perbuatan yang didakwakannya kepada terdakwa terbukti, tetapi
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus

lepas dari segala tuntutan hukum.



B. Tinjauan Umum Terhadap Praperadilan
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana menyatakan Praperadila adalah wewenang Pengadilan Negeri
untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,
tentang:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya

atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa
dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini,
tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa putusan hakim dalam
acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
Pasal 82 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa isi putusan selain memuat ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan
tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan
masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau
penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut terhadap tersangka wajib
dilanjutkan;

c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan
tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian



dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka

dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak
termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda
tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu
disita.

Isi putusan praperadilan sebelum memuat bunyi amar putusannya, terlebih
dahulu menyebutkan pertimbangan hakim mengenai faktor-faktor hukum yang
dijadikan dasar dan alasan dalam menjatuhkan putusan praperadilan. Putusan
praperadilan memuat ketentuan yang sifatnya memerintahkan kepada pihak yang
dikalahkan untuk berbuat sesuatu.

Proses pengambilan putusan dalam perkara praperadilan berdasarkan Pasal 78
ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa: “Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal
yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera”.
Acara pemeriksaan praperadilan dilakukan dalam waktu tiga hari setelah
diterimanya permohonan praperadilan, hakim yang sudah ditunjuk menetapkan
hari persidangan.

C. Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 penetapan
adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
negara berdasakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan
badan hukum perdata. Unsur-unsurnya yaitu
a. Penetapan tertulis
b. Dikeluarka oleh badan atau pejabat tata usaha negara

c. Berisi tindakan hukum tata negara

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku



e. Bersifat konkrit, individual, dan final

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 KUHAP menyatakan bahwa: “tersangka adalah
seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka didasarkan dua alat
bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan
pidana. Proses atau tahap-tahap pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh
penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut®:

a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang
disangkakan kepadanya.

b. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum.

c. Tersangka berhak mengajukan saksi yang menguntungkan nya.

d. Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan siapa pun.

e. Keterangan tersangka dicatat sedetil-detilnya oleh penyidik dalam berita acara.

Proses penetapan status seseorang sebagai tersangka oleh penyidik yang
tidak didasarkan bukti permulaan merupakan tindakan sewenang-wenang. Dalam
perkembangan wewenang praperadilan tidak hanya dalam Pasal 77 KUHAP
tetapi penetapan seseorang menjadi tersangka oleh penyidik yang tidak
didasarkan bukti permulaan dapat diajukan permohonan praperadilan.

D. Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi
Tersangka

Pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang menjadi tersangka jika

dilihat dalam Pasal 77 KUHAP tidak dapat dibenarkan karena penetapan seseorang

menjadi tersangka tidak termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan praperadilan.

® Hari Sasangka, Op. Cit., him 100.



Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014 menyatakan Pasal
77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.
Putusan tersebut diartikan bahwa Makhamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal
77 KUHAP tentang obyek praperadilan. Mahkamah konstitusi menambah penetapan
tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan yang
berarti membenarkan pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi
tersangka.

Ada beberapa pendapat hakim tentang pengajuan praperadilan atas penetapan
seseorang menjadi tersangka diantaranya pendapat yang menerima dan ada yang
menolak mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi
tersangka. Pendapat hakim yang menerima pengajuan praperadilan atas penetapan
seseorang menjadi tersangka yaitu Hakim Sarpin yang mengabulkan permohonan
praperadilan penetapan tersangka yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan.
Alasannya karena pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan
memutuskan suatu yang diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam
hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa (Pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim Sarpin
memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah dan tidak
berdasarkan hukum.

Sedangkan pendapat hakim yang menolak mengenai pengajuan praperadilan
atas penetapan seseorang menjadi tersangka yaitu Hakim Tatik Hadiyanti yang
memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan

Menteri Agama, Suryadharma Ali. Hakim berpendapat bahwa gugatan mantan



menteri tersebut tidak masuk dalam ranah praperadilan berdasarkan pertimbangan
yang mengacu pada Pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Pasal 82
KUHAP yang mengatur mengenai praperadilan. Hakim menyebut proses penyidikan
dan penetapan tersangka belum merupakan upaya paksa, tetapi merupakan awal

upaya paksa.*

* http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611243-alasan-hakim-tolak-praperadilan-suryadharma-ali, Eko
Priliawito, Alasan Pengadilan Tolak Praperadilan Surya Dharma Ali, 13 Agustus 2015.
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http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611243-alasan-hakim-tolak-praperadilan-suryadharma-ali

KESIMPULAN

Pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka secara
yuridis saat ini dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XI1/2014 yang memperluas objek praperadilan. Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan
termasuk sebagai obyek praperadilan.

Alasan hakim yang menerima pengajuan praperadilan atas penetapan
seseorang menjadi tersangka adalah karena pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu yang diajukan dengan alasan bahwa
hukum nya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa
(Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman). Alasan hakim yang menolak mengenai pengajuan praperadilan atas
penetapan seseorang menjadi tersangka adalah penetapan seseorang sebagai tersangka
tidak masuk dalam ranah praperadilan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada
Pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Pasal 82 KUHAP yang mengatur
mengenai praperadilan. Hakim menyebut proses penyidikan dan penetapan tersangka

belum merupakan upaya paksa, tetapi merupakan awal upaya paksa.
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